‘B BANK INDONESIA

PENGUMUMAN REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

Bank Indonesia akan mengadakan Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Hitung Hasil Cetak Tidak
Sempurna (MHCTS) Sebanyak 7 (Tujuh) Unit di Departemen Pengelolaan Uang c.q. Divisi Manajemen
Kontrak dan Peralatan Perkasan
1. Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi:
Ruang lingkup pgkerjaan adalah penyediaan dan pemeliharaan MHCTS dengan rincian
sebagaimana KAK

2. Persyaratan Calon Peserta Pengadaan terdiri dari:

a. Merupakan Perusahaan yang berstatus badan hukum “Perseroan Terbatas”.

b. Memiliki pengalaman dalam pengadaan dan pemeliharaan Mesin dan/atau mesin sejenis
dalam periode Bulan November Tahun 2023 hingga Bulan November Tahun 2025.

c.  Menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti pengadaan ini.

. Produk yang ditawarkan sudah lolos uji di Bank Indonesia.

e. Memiliki laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) dengan opini minimal wajar dengan pengecualian.

f.  Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang
bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT).

g. Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi e-Procurement dan
dalam hal memiliki historis kontrak dengan Bank Indonesia peserta memiliki kinerja secara
umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode tahun 2021 - 2024.

Apabila terdapat perusahaan yang berminat untuk mengikuti pengadaan, maka untuk informasi lebih
lanjut dapat menghubungi Bank Indonesia melalui e-mail dewa asm@bi.go.id dan amilah z.i@bi.go.id
dengan batas waktu penyampaian RFI ditetapkan mulai tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan 12
Desember 20@5, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Form RFI

b. Lampiran A Form RFI — Checklist dokumen dan dokumen pendukungnya@
¢. Lampiran B Form RFI — Pengalaman Perusahaan

d. Lampiran C Form RFl - Surat Pernyataa @

e. Lampiran D Form RFI - Bill of Quantityﬁ

Calon peserta yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses pengadaan
adalah calon peserta yang telah menyampaikan dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Divisi Advisory dan Persiapan Pengadaan Barang dan
Jasa Strategis dan Kritikal

DEPARTEMEN MANAIEMEN DAN ADVISORY
PENGADAAN
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MESIN HITUNG HASIL CETAK TIDAK SEMPURNA (MHCTS) SEBANYAK 7 (TUJUH) UNIT DI DEPARTEMEN PENGELOLAAN UANG c.q. DIVISI MANAJEMEN KONTRAK DAN PERALATAN PERKASAN





I. [bookmark: _Toc124939548]LINGKUP TEKNIS

1. [bookmark: _Toc124939549]Latar Belakang 

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan penghitungan Uang Kertas Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS) yang diserahkan oleh Perum Peruri ke DPU c.q DMKP, maka diperlukan alat bantu mesin berupa MHCTS sebanyak 7 (tujuh) unit untuk menggantikan MHCTS eksisting yang akan habis umur ekonomisnya sejumlah 1 (satu) unit pada tanggal 16 Januari 2027, 2 (tiga) unit pada tanggal 12 Agustus 2027, serta 3 (tiga) unit pada tanggal 4 desember 2027.



2. [bookmark: _Toc124939550]Tujuan 

Tujuan dilakukan pengadaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan 7 (tujuh) unit MHCTS untuk DPU c.q DMKP.

  

3. [bookmark: _Toc124939551]Jenis Kebutuhan

Barang dan Jasa Lainnya.[image: C:\Users\mitra_w\Pictures\Paraf Mitra.jpg]





4. [bookmark: _Toc124939552]Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan 7 (tujuh) unit MHCTS untuk DPU c.q. DMKP, yang selanjutnya disebut Mesin adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Pekerjaan Penyediaan Barang yang terdiri dari:

1) Melakukan penyediaan Mesin secara parsial untuk kebutuhan DPU c.q. DMKP dengan lokasi penempatan di Perum Peruri, Karawang dengan target waktu instalasi untuk setiap Mesin sebagai berikut:

		Tahapan/Batch

		Jumlah Mesin

		Target Waktu Instalasi



		1

		1

		November-Desember 2026



		2

		3

		Juni-Juli 2027



		3

		3

		Oktober-November 2027





2) Melakukan pengiriman ke lokasi penempatan.

3) Melakukan Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin:

a) Sebelum Mesin dapat diserahterimakan untuk pertama kalinya, Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia wajib melakukan Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin untuk memastikan bahwa Mesin telah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin dilaksanakan di Lokasi Penempatan Mesin atau lokasi lain yang disepakati.

c) Hasil Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Pegawai dan/atau Pejabat di Satuan Kerja Bank Indonesia.

4) Melakukan Serah Terima Pertama Penyediaan Mesin:

a) Apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin, Satuan Kerja Bank Indonesia menyatakan bahwa Mesin telah memenuhi persyaratan maka Pelaksana Pekerjaan dapat mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Mesin yang ditandatangani oleh Pegawai dan/atau Pejabat DPU (DPU) dan Pelaksana Pekerjaan.

b) Serah Terima Pertama dilakukan secara partial per Tahapan/Batch.

c) Sejak masing-masing BAST-I Parsial Penyediaan Mesin, Pelaksana Pekerjaan melaksanakan Jaminan Purna Jual.

5) Memberikan Jaminan Purna Jual:

Pelaksana Pekerjaan memberikan jaminan purna jual selama 1 (satu) tahun setelah masing-masing BAST-I parsial. Selama Masa Jaminan Purna jual, Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pemeliharaan insidentil terhadap Mesin secara cuma-cuma dengan tujuan untuk menjaga kondisi Mesin sehingga senantiasa siap untuk digunakan sesuai spesifikasi Mesin, yang meliputi:

a) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin

(1) Pelaksana Pekerjaan wajib melaksanakan pemeliharaan rutin setiap 2 (dua) bulan sekali atau sesuai jadwal yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Ruang lingkup pekerjaan pemelihaaan rutin meliputi:

(a) Pembersihan Mesin secara menyeluruh agar terlihat baik, bersih dari debu dan kotoran, tidak mudah berkarat dan konduktivitas listrik menjadi maksimal;

(b) Penyetelan Mesin sesuai standar Mesin;

(c) Penggantian spare parts (apabila diperlukan); dan

(d) Pengukuran kondisi sumber daya Mesin, seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan (resistensi) dan grounding sesuai keperluan.

(3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeliharaan rutin, Pelaksana Pekerjaan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan melalui surat/faksimile kepada Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

(4) Setelah pelaksanaan pemeliharaan rutin, Pelaksana Pekerjaan wajib menerbitkan service report yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

b) Pekerjaan Pemeliharaan Insidental

(1) Dalam hal terjadi kerusakan Mesin, Pelaksana Pekerjaan wajib menyelesaikan perbaikan Mesin selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah penyampaian laporan tertulis melalui faksimile dan/atau email pemberitahuan kerusakan Mesin dari Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

(2) Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan insidental meliputi:

(a) Pemeriksaan terhadap penyebab terjadinya kerusakan Mesin (trouble-shooting);

(b) Perbaikan pada bagian Mesin yang mengalami kerusakan;

(c) Penggantian spare parts insidental (apabila diperlukan);

(d) Pembersihan dan penyetelan Mesin;

(e) Pengukuran kondisi sumber daya Mesin, seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan (resistensi) dan grounding sesuai keperluan; dan

(f) Upaya-upaya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerusakan yang sama terulang kembali.

(3) Setelah pelaksanaan pemeliharaan insidental Pelaksana Pekerjaan wajib menerbitkan Service Report yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

c) Petugas/Teknisi Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin maupun insidental harus berpengalaman, telah mendapatkan pelatihan teknis, mempunyai integritas tinggi, jujur, dan kompeten.

d) Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan semua bahan, tenaga kerja, alat kerja dan material bantu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan dan pengaturan agar seluruh sistem Mesin dapat bekerja dengan baik sesuai persyaratan yang ditetapkan.

e) Spare parts atau bagian Mesin yang digunakan atau diganti harus sama jenis tipe, ukuran, kapasitas dan merek dengan Mesin yang dipasang/dipelihara serta harus dalam keadaan baru, asli, dan memenuhi syarat teknis untuk Mesin.

6) Melakukan Serah Terima Kedua (ST-II) Penyediaan Mesin.

a) Setelah Pelaksana Pekerjaan melaksanakan seluruh kewajiban dalam masing-masing masa Jaminan Purna Jual, Pelaksana Pekerjaan dapat mengajukan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Parsial Penyediaan Mesin yang ditandatangani oleh DPU dan Pelaksana Pekerjaan.

b) Serah Terima Kedua Mesin dilakukan secara parsial per Tahapan/Batch.

c) Sejak masing-masing BAST-II Parsial Penyediaan Mesin, Pelaksana Pekerjaan melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan.

b. Pekerjaan Pemeliharaan

Melakukan pekerjaan pemeliharaan selama 6 (enam) tahun sejak dilakukannya masing-masing BAST-II Penyediaan Mesin. Selama masa Pekerjaan Pemeliharaan, Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pemeliharaan Mesin dengan tujuan untuk menjaga kondisi Mesin sehingga senantiasa siap untuk digunakan sesuai spesifikasi Mesin, yang terdiri:

1) Melakukan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin:

a) Pelaksana Pekerjaan wajib melaksanakan pemeliharaan rutin setiap 2 (dua) bulan sekali atau sesuai jadwal yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin, meliputi:

(1) Pembersihan Mesin secara menyeluruh agar terlihat baik, bersih dari debu dan kotoran, tidak mudah berkarat dan konduktivitas listrik menjadi maksimal;

(2) Penyetelan Mesin sesuai standar Mesin;

(3) Penggantian spare parts; dan

(4) Pengukuran kondisi sumber daya Mesin, seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan (resistensi) dan grounding sesuai keperluan.

c) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeliharaan rutin, Pelaksana Pekerjaan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan melalui surat/faksimile kepada Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

d) Setelah pelaksanaan pemeliharaan rutin Pelaksana Pekerjaan wajib menerbitkan Service Report yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

2) Melakukan Pekerjaan Pemeliharaan Insidental:

a) Dalam hal terjadi kerusakan Mesin, Pelaksana Pekerjaan wajib menyelesaikan perbaikan Mesin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat/faksimile/email pemberitahuan kerusakan Mesin dari Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

b) Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan insidental meliputi:

(1) Pemeriksaan terhadap penyebab terjadinya kerusakan Mesin (trouble-shooting);

(2) Perbaikan pada bagian Mesin yang mengalami kerusakan;

(3) Penggantian spare parts insidental (apabila diperlukan);

(4) Pembersihan dan penyetelan Mesin;

(5) Pengukuran kondisi sumber daya Mesin, seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan (resistensi) dan grounding sesuai keperluan; dan

(6) Upaya-upaya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerusakan yang sama terulang kembali.

c) Setelah pelaksanaan pemeliharaan insidental Pelaksana Pekerjaan wajib menerbitkan service report yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan Bank Indonesia c.q. Lokasi Penempatan Mesin.

3) Petugas/Teknisi Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin maupun insidental harus berpengalaman, telah mendapatkan pelatihan teknis, mempunyai integritas tinggi, jujur dan kompeten.

4) Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan semua bahan, tenaga kerja, alat kerja dan material bantu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan dan pengaturan agar seluruh sistem Mesin dapat bekerja dengan baik sesuai pesrsyaratan yang ditetapkan.

5) Spare parts atau bagian Mesin yang digunakan atau diganti harus sama jenis tipe, ukuran, kapasitas dan merek dengan Mesin yang dipasang/dipelihara serta harus dalam keadaan baru, asli dan memenuhi syarat teknis untuk Mesin.



5. Spesifikasi Teknis./.



Spesifikasi teknis Mesin pada Lampiran-1.



6. [bookmark: _Toc124939554]Kebutuhan Umum

Jumlah/kuantitas Mesin yang dibutuhkan sebanyak 7 (tujuh) unit untuk DPU c.q DMKP dengan lokasi penempatan Perum Peruri.



7. [bookmark: _Toc92301199][bookmark: _Toc92301200][bookmark: _Toc124939555]Keluaran / Deliverables

Output/deliverable masing-masing ruang lingkup adalah sebagaimana tabel berikut:

a. Pekerjaan Pengadaan

		No

		Ruang Lingkup

		Deliverables



		1)

		Penyediaan Barang sesuai dengan spesifikasi 

		Barang sesuai spesifikasi di Lokasi Penempatan Mesin



		2)

		Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin

		Berita Acara Pemeriksaan dan Uji Coba Mesin



		3)

		Serah Terima Pertama (ST-I) Parsial Penyediaan Mesin

		Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Parsial Penyediaan Mesin



		4)

		Jaminan Purna Jual selama 1 tahun

		a) Laporan pelaksanaan pemeliharaan atau Service Report untuk setiap pelaksanaan pemeliharaan

b) Berita Acara Penggantian spare parts (apabila ada)



		5)

		Serah Terima Kedua (ST-II) Penyediaan Mesin

		Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Parsial Penyediaan Mesin







b. Pekerjaan Pemeliharaan

		No

		Ruang Lingkup

		Deliverables



		1)

		Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Insidental selama 6 (enam) tahun

		a) Laporan pelaksanaan pemeliharaan atau service report untuk setiap pelaksanaan pemeliharaan

b) Berita Acara Penggantian spare parts (apabila ada)

c) BAP Pemeliharaan

d) BAK Pemeliharaan

e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan di akhir masing-masing periode Pekerjaan Pemeliharaan







8. [bookmark: _Toc124939556]Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan

DPU c.q DMKP dengan lokasi penempatan dan pemeliharaan Barang di Perum Peruri Karawang yang beralamat di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361.



9. [bookmark: _Toc124939557]Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang untuk masing-masing tahapan Pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Jangka waktu Pengadaan seluruh Mesin adalah selambat-lambatnya sebagai berikut:

		Tahapan/Batch

		Jumlah Mesin

		Target Waktu Instalasi

		Target Waktu Penyerahan BAST-I Parsial Penyediaan Barang



		1

		1

		November - Desember 2026

		31 Desember 2026



		2

		3

		Juni - Juli 2027

		31 Juli 2027



		3

		3

		Oktober - Desember 2027

		31 Desember 2027





b. Jangka waktu Masa Jaminan Purna Jual adalah selama 1 (satu) tahun sejak masing-masing BAST-I Parsial Penyediaan Mesin.

c. Jangka waktu Pekerjaan Pemeliharaan adalah 6 (enam) tahun sejak masing-masing BAST-II Parsial Penyediaan Mesin.



10. [bookmark: _Toc92301211][bookmark: _Toc92301212][bookmark: _Toc124939558]Kriteria Khusus Calon Pelaksanaan Pekerjaan: 

a. Merupakan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT).

b. Memiliki pengalaman dalam pengadaan dan pemeliharaan Mesin dan/atau mesin sejenis dalam periode Bulan November Tahun 2023 hingga Bulan November Tahun 2025.

c. Memiliki surat dukungan dari prinsipal atau agen tunggal untuk mengikuti pengadaan ini.

d. Menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti pengadaan ini, yang menyatakan:

1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;

2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;

3) Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

4) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;

5) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia; dan 

6) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi E-Procurement adalah benar dan merupakan copy dokumen asli.

e. Produk yang ditawarkan sudah lolos uji di Bank Indonesia.

f. Memiliki laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal wajar dengan pengecualian.

g. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

h. Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi e-Procurement dan dalam hal memiliki historis kontrak dengan Bank Indonesia peserta memiliki kinerja secara umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode tahun 2021 – 2024.



11. [bookmark: _Toc91266748][bookmark: _Toc124939559]Kontrak

Kontrak lumsum untuk pekerjaan pengadaan, pemeliharaan rutin/berkala dan insidentil.



12. [bookmark: _Toc124939560]Lain – Lain 

a. Hal – Hal terkait jangka waktu:

1) Pelaksana pekerjaan harus dapat melaksanakan Pekerjaannya sesuai dengan time schedule dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Pekerjaan.

2) Apabila karena sesuatu hal yang dianggap perlu, Pemberi Tugas dapat memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian ataupun seluruh kegiatan dari Pekerjaan yang dilaksanakan.

3) Jika penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, menurut pendapat Pelaksana Pekerjaan dapat menimbulkan kerugian secara kualitatif/kuantitatif, maka Pelaksana Pekerjaan dapat mengajukan permasalahannya kepada Pemberi Tugas.

b. Waktu kerja dan kerja lembur

Waktu kerja adalah hari kerja dan jam kerja sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia.

c. Sub Kontrak

1) Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan kepada Subkontraktor baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara dan dalam bentuk apapun, kecuali: (i) Subkontraktor merupakan penyedia barang dan/atau jasa spesialis; dan (ii) telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas.

2) Pengajuan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diajukan oleh Pelaksana Pekerjaan secara tertulis kepada Pemberi Tugas c.q. satuan kerja pelaksana kontrak pada saat pelaksanaan Kontrak.

3) Dalam hal pengajuan Subkontraktor disetujui, pelaksanaan Subkontraktor tersebut dituangkan dalam Adendum.

4) Dalam hal Pemberi Tugas menyetujui pelaksanaan penyerahan Pekerjaan kepada Subkontraktor sebagaimana diatur pada subbab ini, maka Pelaksana Pekerjaan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Subkontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Pelaksana Pekerjaan dengan Subkontraktor.

5) Apabila ternyata Pelaksana Pekerjaan menyerahkan Pekerjaan kepada Subkontraktor tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas, maka:

a) Pemberi Tugas dibebaskan atas segala tanggung jawab dan akibat atau dampak dari penyerahan Pekerjaan kepada Subkontraktor;

b) Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab atas segala akibat atau dampak dari penyerahan Pekerjaan kepada Subkontraktor; 

c) Pemberi Tugas memberikan surat teguran dan denda dengan membayar 2 (dua) kali lipat dari selisih biaya di dalam Kontrak dengan biaya yang dibayarkan kepada Subkontraktor; dan/atau

d) Pemberi Tugas berhak melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak tanpa ada tuntutan ganti rugi dari pihak manapun.

d. Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang

1) Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari Pemberi Tugas.

2) Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang dilakukan dengan penambahan biaya Kontrak tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari biaya Pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak induk.

3) Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang dilakukan sebelum dilakukan serah terima Pekerjaan atau serah terima Pekerjaan pertama.

4) Apabila Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari Pemberi Tugas maka segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya.

5) Dalam hal terdapat Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang maka biaya yang dipergunakan sebagai faktor penambah dan/atau faktor pengurang biaya pelaksanaan Pekerjaan adalah biaya yang dihitung berdasarkan harga hasil kesepakatan bersama di antara Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Biaya.

6) Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang tersebut akan dituangkan dalam Adendum

e. Sanksi

1) Pemberi Tugas dapat memberikan sanksi kepada Pelaksana Pekerjaan apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a) Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan kewajiban atau Pekerjaan sesuai dengan syarat, ketentuan dan/atau petunjuk Pemberi Tugas tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas;

b) Pelaksana Pekerjaan terlambat dalam melaksanakan Pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas.

c) Pelaksana Pekerjaan tidak dapat memenuhi hal-hal atau kewajiban yang telah dijanjikan yang dinyatakan dalam bentuk berita acara, risalah rapat atau surat tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas.

2) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir a), Pemberi Tugas dapat memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan.

3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir b), Pemberi Tugas dapat memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan disertai denda sebagai berikut:

a) Pada tahap Penyediaan Barang

Apabila jangka waktu Penyediaan Barang dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah harga/biaya Pekerjaan Penyediaan Barang per unit yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga/biaya Pekerjaan Penyediaan Barang per unit atau 50 Hari Keterlambatan.

b) Pada tahap Jaminan Purna Jual

Apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat dalam melaksanakan Pemeliharaan Rutin maupun insidental selama jangka waktu Jaminan Purna Jual tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah harga/biaya Pekerjaan Penyediaan Barang per unit yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari  harga/biaya Pekerjaan Penyediaan Barang per unit atau 50 Hari Keterlambatan.

c) Pada tahap Pemeliharaan

Apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat dalam melaksanakan Pemeliharaan Rutin maupun Insidental selama jangka waktu pekerjaan pemeliharaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari total nilai pekerjaan pemeliharaan per unit untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya pekerjaan pemeliharaan per unit atau 50 Hari Keterlambatan.

Total nilai maksimal denda keterlambatan untuk seluruh Pekerjaan adalah 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak.

4) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, Pemberi Tugas memberikan surat teguran kepada Pelaksana Pekerjaan disertai dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tidak terpenuhinya hal-hal atau kewajiban yang telah dijanjikan dalam berita acara, risalah rapat atau surat.

5) Dasar acuan pengenaan sanksi denda tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

6) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan Pelaksana Pekerjaan tetap tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan hal-hal atau kewajiban yang diminta oleh Pemberi Tugas, maka Pemberi Tugas dapat memberikan surat peringatan kepada Pelaksana Pekerjaan dengan tenggat waktu paling lama masing-masing 14 (empat belas) Hari tanpa mengesampingkan pengenaan denda sebagaimana tertuang dalam surat teguran.

7) Pelaksana Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas.

8) Pelaksana Pekerjaan yang melakukan pelanggaran pada masa Pemeliharaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a) pencairan retensi pemeliharaan/jaminan pemeliharaan dan menjadi milik Bank Indonesia; dan

b) tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas dengan jangka waktu sanksi paling lama sama dengan jangka waktu Kontrak.

9) Kerugian akibat:

a) ketidaksesuaian dan/atau kerusakan karena ketidakcermatan;

b) tidak selesainya Pekerjaan; dan/atau

c) kelalaian Pelaksana Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian yang mengakibatkan terjadinya serangan cyber,

yang mengakibatkan kerugian bagi Pemberi Tugas maupun lingkungan atau pihak ketiga (third party damage) akan diperhitungkan oleh Pemberi Tugas dan menjadi tanggung jawab serta dibebankan sepenuhnya kepada Pelaksana Pekerjaan.

10) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan kewajiban atau Pekerjaan sesuai dengan syarat, ketentuan, dan/atau petunjuk Pemberi Tugas maka Pemberi Tugas dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan, dan Pelaksana Pekerjaan hanya berhak atas pembayaran Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

11) Pelaksana Pekerjaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam peringatan tertulis dan keten¬tuan dalam Dokumen Kontrak, serta bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari kelalaian.

f. Pemutusan dan Penghentian Kontrak

1) Pemutusan Kontrak

a) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Pemberi Tugas dapat memutuskan Kontrak secara sepihak tanpa tuntutan ganti rugi dari Pelaksana Pekerjaan atau dari pihak lain manapun apabila:

(1) setelah diberikan surat peringatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab II huruf J RKS sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu paling lama masing-masing 14 (empat belas) Hari; 

(2) Pelaksana Pekerjaan tidak memperpanjang berlakunya jaminan pelaksanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan RKS termasuk tidak memperbaharui jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan pemeliharaan yang bersifat multi-years untuk jaminan pelaksanaan tahun kedua atau selanjutnya;

(3) Pelaksana Pekerjaan melakukan pelanggaran terkait dengan ketentuan Subkontraktor;

(4) Pelaksana Pekerjaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 

(5) Pelaksana Pekerjaan melakukan persekongkolan dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang; 

(6) Pelaksana Pekerjaan melakukan pemalsuan data, keterangan, dan/atau dokumen; 

(7) Pelaksana Pekerjaan dan/atau Pihak Terafiliasi menyebarluaskan data dan informasi yang bersifat rahasia sehubungan dengan Pemberi Tugas dan/atau Pekerjaan; 

(8) Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi daftar hitam di Bank Indonesia sesuai ketentuan Pengadaan sebelum penandatangan Kontrak; dan/atau 

(9) Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di Bank Indonesia sesuai ketentuan Pengadaan sebelum penandatangan Kontrak.

b) Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir a).(1) sampai dengan butir a).(3)  maka:

(1) Pemberi Tugas mencairkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau jaminan lainnya terkait Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III RKS (apabila dipersyaratkan);

(2) Pemberi Tugas dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan;

(3) Pelaksana Pekerjaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam: (i) surat peringatan atau peringatan yang tercantum dalam berita acara atau risalah rapat; dan (ii) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak, yang diatur tetap berlaku pasca pemutusan Kontrak;

(4) Pelaksana Pekerjaan hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan;

(5) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar segala kewajiban yang menurut Kontrak menjadi beban Pelaksana Pekerjaan; 

(6) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar denda dan/atau ganti rugi (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf J RKS mengenai sanksi; 

(7) Pelaksana Pekerjaan tidak akan mengajukan laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya kepada Pemberi Tugas termasuk membebaskan Pemberi Tugas dari laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya dari pihak lain manapun; dan

(8) Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemberi Tugas selama 24 (dua puluh empat) Bulan.

c) Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir a.4) maka:

(1) Pemberi Tugas mencairkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau jaminan lainnya terkait Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III RKS (apabila dipersyaratkan);

(2) Pemberi Tugas dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan;

(3) Pelaksana Pekerjaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam: (i) surat peringatan atau peringatan yang tercantum dalam berita acara atau risalah rapat; dan (ii) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak, yang diatur tetap berlaku pasca pemutusan Kontrak;

(4) Pelaksana Pekerjaan hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan;

(5) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar segala kewajiban yang menurut Kontrak menjadi beban Pelaksana Pekerjaan; 

(6) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar denda dan/atau ganti rugi (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf J RKS mengenai sanksi; dan

(7) Pelaksana Pekerjaan tidak akan mengajukan laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya kepada Pemberi Tugas termasuk membebaskan Pemberi Tugas dari laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya dari pihak lain manapun.

d) Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir a).(5) sampai dengan butir a).(7) maka:

(1) Pemberi Tugas mencairkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau jaminan lainnya terkait Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III RKS (apabila dipersyaratkan);

(2) Pemberi Tugas dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan;

(3) Pelaksana Pekerjaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam: (i) surat peringatan atau peringatan yang tercantum dalam berita acara atau risalah rapat; dan (ii) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak, yang diatur tetap berlaku pasca pemutusan Kontrak;

(4) Pelaksana Pekerjaan hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan;

(5) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar segala kewajiban yang menurut Kontrak menjadi beban Pelaksana Pekerjaan; 

(6) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar denda dan/atau ganti rugi (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf J RKS mengenai sanksi; 

(7) Pelaksana Pekerjaan tidak akan mengajukan laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya kepada Pemberi Tugas termasuk membebaskan Pemberi Tugas dari laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya dari pihak lain manapun; dan

(8) Pelaksana Pekerjaan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak diperkenankan selamanya mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diselenggarakan oleh Pemberi Tugas. 

e) Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir a).(8) dan butir a).(9) maka:

(1) Pelaksana Pekerjaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam: (i) surat peringatan atau peringatan yang tercantum dalam berita acara atau risalah rapat; dan (ii) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak, yang diatur tetap berlaku pasca pemutusan Kontrak;

(2) Pelaksana Pekerjaan hanya dapat menerima pembayaran sesuai dengan Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan dan tahapan jangka waktu Pekerjaan;

(3) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar segala kewajiban yang menurut Kontrak menjadi beban Pelaksana Pekerjaan;

(4) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar denda dan/atau ganti rugi (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf J RKS mengenai sanksi; dan

(5) Pelaksana Pekerjaan tidak akan mengajukan laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya kepada Pemberi Tugas termasuk membebaskan Pemberi Tugas dari laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya dari pihak lain manapun.

f) Pemutusan Kontrak tidak akan memengaruhi hak-hak dan upaya lain yang timbul sebelum tanggal Kontrak berakhir.

g) Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

2) Penghentian Kontrak

a) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Pemberi Tugas secara sepihak dapat menghentikan Kontrak secara sementara atau permanen dalam hal:

(1) terjadi keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Kontrak; 

(2) terdapat kebijakan Bank Indonesia yang mengakibatkan perlu dilakukannya penghentian Kontrak; atau

(3) terdapat kesepakatan antara Bank Indonesia dan Penyedia barang dan/atau jasa untuk dilakukan penghentian Kontrak.

b) Apabila terjadi penghentian Kontrak secara sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemberi Tugas menyampaikan surat penghentian kontrak sementara kepada Pelaksana Pekerjaan, yang selanjutnya penyesuaian jangka waktu tersebut akan dituangkan dalam Adendum.

c) Apabila terjadi penghentian Kontrak secara permanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemberi Tugas menyampaikan surat penghentian kontrak permanen kepada Pelaksana Pekerjaan dengan menetapkan tanggal efektif penghentian kontrak.

d) Apabila terjadi penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir a.2), Pelaksana Pekerjaan dapat menyampaikan pendapat dan masalahnya kepada Pemberi Tugas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya surat penghentian Kontrak dari Pemberi Tugas.

e) Apabila terjadi penghentian kontrak secara permanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:

(1) Pelaksana Pekerjaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam: (i) surat peringatan atau peringatan yang tercantum dalam berita acara atau risalah rapat; dan (ii) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak, yang diatur tetap berlaku pasca pemutusan Kontrak;

(2) Pelaksana Pekerjaan hanya dapat menerima pembayaran sesuai dengan Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan dan tahapan jangka waktu Pekerjaan; 

(3) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar segala kewajiban yang menurut Kontrak menjadi beban Pelaksana Pekerjaan;

(4) Pelaksana Pekerjaan wajib membayar denda dan/atau ganti rugi (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf J RKS mengenai sanksi; dan

(5) Pelaksana Pekerjaan tidak akan mengajukan laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya kepada Pemberi Tugas termasuk membebaskan Pemberi Tugas dari laporan, permintaan ganti rugi, biaya, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya hukum lainnya dari pihak lain manapun.

f) Penghentian Kontrak tidak akan memengaruhi hak-hak dan upaya lain yang timbul sebelum tanggal Kontrak berakhir.

g) Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPer.

2. Kerahasiaan

a. Peserta wajib menjaga segala data, informasi dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pemberi Tugas dalam proses pengadaan, kecuali: (i) untuk informasi atau dokumen yang telah disampaikan kepada publik oleh Pemberi Tugas, dan/atau (ii) informasi atau dokumen yang telah diketahui oleh publik.

b. Pelaksana Pekerjaan termasuk Pihak Terafiliasi dan pihak lainnya yang terkait dengan Pihak Terafiliasi wajib menjaga segala dokumen, informasi, dan/atau data yang diperoleh Pelaksana Pekerjaan termasuk Pihak Terafiliasi dan pihak lainnya yang terkait dengan Pihak Terafiliasi, yang dilihat, didengar, diperoleh dengan cara apapun oleh Pelaksana Pekerjaan termasuk Pihak Terafiliasi dan pihak lainnya yang terkait dengan Pihak Terafiliasi dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan, kecuali: (i) untuk informasi atau dokumen yang telah disampaikan kepada publik oleh Pemberi Tugas, dan/atau (ii) informasi atau dokumen yang telah diketahui oleh publik.  

c. Pelaksana Pekerjaan termasuk Pihak Terafiliasi dan pihak lainnya yang terkait dengan Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan menyebarluaskan, menyalahgunakan, memberikan, dan/atau mendiskusikan dokumen, informasi, dan/atau data dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lainnya yang tidak terkait dengan Pekerjaan.  

d. Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang dialami oleh Pemberi Tugas sebagai akibat dari pengungkapan dokumen, informasi, dan/atau data yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan termasuk Pihak Terafiliasi dan tenaga kerja Pihak Terafiliasi.

e. Apabila Peserta atau Pelaksana Pekerjaan menyebarluaskan dokumen, informasi, dan/atau data sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas, maka Peserta atau Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi:

1) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan perubahannya; 

2) pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pemberi Tugas; dan/atau

3) Pelaksana Pekerjaan akan dimasukan dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak dapat selamanya mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemberi Tugas.

f. Ketentuan menjaga kerahasiaan ini berlaku selama dan setelah Kontrak berakhir.

g. Pelaksana Pekerjaan menyampaikan Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Pengamanan Teknologi Informasi sebagaimana RKS.

h. Pengecualian terhadap ketentuan menjaga kerahasiaan dapat dilakukan sepanjang diajukan secara tertulis oleh Pelaksana Pekerjaan dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

3. Keadaan Memaksa

Pengaturan keadaan memaksa diatur dalam Kontrak

4. Penyelesaian Perselisihan

a. Apabila suatu sengketa, perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun (“Sengketa”) terjadi di antara Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan, atau berkaitan dengan, Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap pelanggaran, pengakhiran, atau tidak sahnya Kontrak atau setiap ketentuan di dalamnya, Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya oleh suatu pihak pemberitahuan dari pihak lain mengenai adanya suatu Sengketa, akan berusaha untuk menyelesaikan Sengketa tersebut secara musyawarah di antara Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan.

b. Apabila suatu Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan sepakat bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

c. Selama proses penyelesaian Sengketa, Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan akan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan iktikad baik berdasarkan Kontrak.



1. [bookmark: _Toc124939566]Tata Cara Pembayaran

a. [bookmark: _Toc92301222]Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pelaksana Pekerjaan. 

b. Pembayaran seluruh biaya Pekerjaan Pengadaan (100%), diajukan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada Departemen Pengelolaan Uang c.q Divisi Manajemen Kontrak dan Peralatan Kas setelah diterbitkannya BAST-I Mesin, dengan Surat Pengantar Tagihan yang disertai:

1) Kuitansi rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup;

2) Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

5) BAST-I Penyediaan Barang; dan

6) Bank Garansi Jaminan Purna Jual sebesar 5% (lima perseratus) dari total biaya Pekerjaan Pengadaan seluruh mesin, dengan masa berlaku Bank Garansi sampai dengan ST-II Mesin atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak BAST-I.

7) Pekerjaan penyediaan dibayarkan mengikuti ketentuan berikut:

		No.

		Tahap

		Nilai Pembayaran

		Syarat Pembayaran



		1

		Pembayaran Pertama (Penyediaan Barang)

		• Masing-masing tahapan sebesar 95% dari Biaya Penyediaan Barang sesuai dengan prestasi Pekerjaan Penyediaan Barang pada masing-masing tahapan

		· BAPP Penyediaan Barang masing-masing tahapan/batch

· BAKP Penyediaan Barang masing-masing tahapan/batch

· BAST I Parsial Penyediaan Barang



		2

		Pembayaran Kedua (Jaminan Purna Jual)

		Sisa biaya penyediaan perangkat setelah masing-masing tahapan penyediaan barang atau 5% dari biaya pekerjaan penyediaan Barang.

		· BAPP Penyediaan Barang masing-masing tahapan/batch

· BAST II Parsial Pekerjaan Penyediaan Barang







8) Pekerjaan pemeliharaan dibayarkan setiap 2 (dua) bulanan yang disertai dengan BAPP Pemeliharaan Barnag dan BAKP.

		No.

		Periode

		Nilai Pembayaran

		Syarat Pembayaran



		1.

		Periode 1 –35 

		1/36 dari Biaya Pemeliharaan masing-masing tahapan/batch 

		· BAPP Pemeliharaan Barang per periode

· BAKP Pemeliharaan Barang masing-masing tahapan/batch per periode



		2.

		Periode 36

		1/36 dari Biaya Pemeliharaan masing-masing tahapan/batch

		· BAPP Pemeliharaan Barang untuk per periode

· BAST Pekerjaan Pemeliharaan Barang masing-masing tahapan/batch












Lampiran-1

SPESIFIKASI TEKNIS MESIN



1. Fungsi Mesin :

Menghitung jumlah Uang Kertas Rupiah Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS).  

2. Kualifikasi Teknis Mesin :

a. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) input unit.

b. Daya tampung input unit sekurang-kurangnya 1.000 lembar.

c. Mampu menghitung UK HCTS dalam kelipatan lembar.

d. Mampu menghitung UK HCTS dalam ikatan atau tidak dalam ikatan.

e. Kecepatan hitung disk pada saat operasional sekurang-kurangnya 2.000 putaran per menit atau kecepatan hitung UK HCTS minimal 10.000 lembar per menit.

f. Memiliki display yang sekurang-kurangnya dapat memuat informasi mengenai total UK HCTS yang dihitung dalam shift maupun batch.

g. Memiliki operator panel untuk pengoperasian yang user friendly.

h. Jumlah UK HCTS yang akan dihitung dapat disesuaikan.

i. Memiliki indikator sebagai penanda apabila jumlah UK HCTS yang dihitung tidak sesuai yang diharapkan.

j. Dilengkapi dengan printer report dengan kertas A4.

k. Memiliki sistem reporting per batch maupun per shift yang sekurang-kurangnya memuat informasi :

1. Tanggal dan Waktu pengoperasian (mulai dan selesai)

2. Frekuensi, Durasi, dan Jumlah hitungan berhasil

3. Frekuensi, Durasi, dan Jumlah hitungan gagal/error

4. Identitas mesin

5. Throughput mesin

l. Dilengkapi lampu ultraviolet (UV) untuk mendeteksi keaslian kertas uang.

m. Konsumsi daya kurang dari 2 kilowatt.

n. Tingkat kebisingan kurang dari 80 dB.

o. Dapat dioperasikan secara kontinyu minimal 8 jam/hari.

p. Dapat terhubung dengan jaringan komputer lainnya melalui koneksi kabel LAN

3. Kualifikasi Non Teknis Mesin

a. Tipe mesin desktop.

b. Memiliki meja dengan roda untuk memudahkan memindahkan mesin.

c. Mudah bagi pengguna untuk melakukan penanganan jam atau error.

d. Menjamin kontinuitas produksi suku cadang mesin selama umur teknis mesin yaitu sekurang-kurangnya sampai dengan 11 (sebelas) tahun paska pembelian.

e. Menyediakan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan mesin dalam bahasa Indonesia.

f. Menyediakan pelatihan mengenai pengoperasian dan pemeliharaan mesin untuk pegawai.

g. Jenis mesin yang ditawarkan telah digunakan oleh konsumen di Indonesia dan atau negara lain setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
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PT …

Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Hitung Hasil Cetak Tidak Sempurna (MHCTS) Sebanyak 7 (Tujuh) Unit di Departemen Pengelolaan Uang c.q. Divisi Manajemen Kontrak dan Peralatan Perkasan



REQUEST FOR INFORMATION



		No

		Fungsi

		Deskripsi

		Respons



		1

		Profil Perusahaan 



		

		1

		Status Perusahaan 

		Apa nama Perusahaan Anda?

		



		

		

		

		Apakah perusahaan berbadan hukum Indonesia/Asing?

		



		

		

		

		Jika   berbadan hukum Indonesia, apa jenis badan hukum perusahaan?

		



		

		

		

		Jika   berbadan hukum Asing, apa jenis badan hukum perusahaan dan status perusahaan di Indonesia

		



		

		

		

		Jelaskan kewenangan perusahaan di Indonesia

		



		

		

		

		Apakah perusahaan publik atau privat? 

		



		

		

		

		Apakah perusahaan nasional atau multinasional?

		



		

		

		

		Apakah perusahaan berskala global (pernah mengimplementasikan paling tidak di dua negara berbeda? Jelaskan.

		



		

		

		

		Sebutkan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi) KADIN atau asosiasi profesi lainnya.

Note: apabila sedang dalam proses pembuatan, dapat melampirkan copy surat pengurusan.

		



		

		

		

		Kapan perusahaan didirikan?

		



		

		2

		Kantor Pusat 

		Di mana alamat kantor pusat Anda?

		



		

		3

		Kantor Cabang

		Sediakan informasi mengenai:

		



		

		

		

		· Jumlah dan lokasi kantor cabang

		



		

		

		

		· fungsi kantor cabang (misal technical support, sales, dll)

		



		

		4

		Afiliasi Luar Negeri

		Informasikan jika memiliki kerjasama dengan perusahaan internasional

		



		

		5

		Sertifikasi

		Informasikan jika memiliki sertifikasi khusus terkait produk/layanan yang dimiliki

		



		

		6

		Lisensi

		Informasikan jika memiliki ldisensi khusus terkait produk/layanan yang dimiliki

		



		

		7

		Contact Person

		Sediakan detail contact person:

· nama

· posisi

· nomor telepon (Whatsapp)

· email

		



		



		2

		Layanan/Produk



		

		1

		Fokus industry/sektor kunci industri

		Sebutkan sektor kunci industri Saudara?

		



		

		2

		Layanan/produk

		Sebutkan layanan/produk yang ditawarkan?



		



		

		3

		Layanan/produk Lainnya

		Sebutkan layanan/produk Lainnya yang ditawarkan?

		



		



		3

		Pengalaman dan Klien



		

		1

		Partisipasi dalam proses pengadaan di Bank Indonesia.

		Apakah perusahaan saudara pernah berpartisipasi dalam proses pengadaan di Bank Indonesia?

		



		



		4

		Persyaratan Peserta



		

		1

		Pemenuhan Persyaratan

		Apakah perusahaan Saudara dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana KAK?

Kiranya dapat mengisi checklist sebagaimana Lampiran A.

		



		

		2

		Pengalaman Perusahaan

		Kiranya dapat mengisi daftar pengalaman sebagaimana Lampiran B.

		



		

		3

		Surat Pernyataan

		Kiranya dapat mengisi Surat Pernyataan sebagaimana Lampiran C.

		



		



		5

		Ruang Lingkup



		

		1

		Cara/metodologi dan jangka waktu pekerjaan

		Apakah ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan yang meliputi KAK cukup Mamadi? Jelaskan.

		



		

		

		

		Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ruang lingkup pada KAK?

		



		



		6

		Informasi dan Struktur Biaya



		

		1

		Struktur Biaya



		Jelaskan struktur biaya sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana KAK. 

Format struktur biaya adalah sebagaimana Lampiran D.
Mohon lampirkan SPH sebagaimana Lampiran D.

		



		

		

		

		(Note : format struktur biaya tidak baku dan dapat dimungkinkan adanya penyesuaian oleh vendor)

		



		



		9

		Lainnya



		

		1

		Hal terkait KAK

		Sesuai KAK terlampir, apakah terdapat hal-hal yang perlu diperjelas/dilengkapi?

Apabila Ya, Sebutkan!

		



		

		2

		Informasi lainnya

		Informasikan hal lainnya yang perlu diketahui oleh pengguna dan yang menjadi perhatian Saudara.

		



		

		3

		Kesanggupan Waktu Pelaksanaan

		Apakah dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan kebutuhan BI?

		







Jakarta,                                  2025





(                                              )
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Kriteria Khusus Calon Pelaksanaan Pekerjaan 

Pekerjaan …………………………………………………………………………………….

PT ………………………………………….. (nama perusahaan Saudara)



		No

		Persyaratan

		Status

		Keterangan



		

		

		Benar/Dapat Memenuhi

( )

		Tidak Benar/Tidak Dapat Memenuhi

( )

		



		1

		Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

		

		

		



		2

		Memiliki pengalaman dalam pengadaan dan pemeliharaan mesin dan/atau mesin sejenis dalam periode Bulan November Tahun 2023 hingga Bulan November Tahun 2025.

		

		

		Sebagaimana format pada Lampiran B – Form RFI. Mohon melampirkan dokumen pendukung berupa Kontrak/PO/SPK/SPPP



		3

		Memiliki surat dukungan dari prinsipal atau agen tunggal untuk mengikuti pengadaan ini.



		

		

		



		4

		Produk yang ditawarkan sudah lolos uji Bank Indonesia.

		

		

		



		5

		Menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti pengadaan ini.

		

		

		Sebagaimana format pada Lampiran C – Form RFI



		6

		Memiliki laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal wajar dengan pengecualian.

		

		

		Mohon lampirkan.



		7

		Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat Pemberitahu

an (SPT).

		

		

		Mohon lampirkan.



		8

		Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi e-Procurement dan dalam hal memiliki historis kontrak dengan Bank Indonesia peserta memiliki kinerja secara umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode tahun 2021 – 2024.

		

		

		



		



Jakarta,  ……………….. 2025



		



		



Nama, TTd, dan Cap Perusahaan



( ………………………………………)







1
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Lampiran 1. Daftar Pengalaman Perusahaan

Informasi Pengalaman Pekerjaan : PT. ...........



		No

		Perusahaan Pemberi Tugas

		Nama Pekerjaan

		Periode Pekerjaan

		Lingkup Pekerjaan

		Biaya Pekerjaan

		Contact Person



		1

		…

		

		(Bulan, tahun) s.d (Bulan, Tahun)

		1. ......

2. ......

		Rp. ....

		Email, no. telepon (optional)



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		dst

		

		

		

		

		

		





Jakarta,  ………………………. 2025

Nama Perusahaan



TTD & Cap Perusahaan





Nama Penanggungjawab

Jabatan penanggungjawab
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KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				:    ...............................................................

Jabatan				:    Direktur Utama / Direktur 

Dalam hal ini mewakili		:    PT. ..........................................................



Dalam rangka mengikuti pengadaan Pekerjaan ……………………………………..…………., dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;

2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;

3. Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;

4. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;

5. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan sebelumnya di Bank Indonesia;

6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2024 bagi badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

7. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi e-Procurement adalah benar dan merupakan copy dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.



.................., ........................... 2025



Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000,00



(......................................................)

Tanda-tangan Direksi dan cap perusahaan
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BoQ

		Bill of Quantity

		Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Hitung Hasil Cetak Tidak Sempurna (MHCTS) Sebanyak 7 (Tujuh) Unit di Departemen Pengelolaan Uang c.q. Divisi Manajemen Kontrak dan Peralatan Perkasan

		A. Rangkuman Biaya

		No.		Pekerjaan		Biaya

		1		Biaya Penyediaan Mesin		Rp   -

		2		Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp   -

		Total Biaya Pekerjaan				Rp   -

		PPN 12% (Barang/Jasa Non-Mewah)				Rp   -

		Total Biaya Pekerjaan setelah PPN 12%				Rp   -



		B. Biaya Penyediaan Mesin

		No		Lokasi Penempatan Mesin		Jumlah		Biaya Mesin per Unit		Total Biaya Penyediaan Mesin

						( a )		( b )		( c ) = ( a ) * ( b )

		1		Perum Peruri, Karawang		7		Rp   -		Rp   -

		Total				7				Rp   -



		C. Biaya Pemeliharaan Mesin

		No		Lokasi Penempatan Mesin		Jumlah		Per Unit				Total Biaya Pemeliharaan

								Biaya Pemeliharaan Mesin per 2 Bulan		Biaya Pemeliharaan Mesin per Tahun

						( a )		( b )		( c ) = ( b ) * 6		( d ) = ( a ) * ( c ) * 6

		1		Perum Peruri, Karawang		7		Rp   -		Rp   -		Rp   -

		Total				7						Rp   -



		Keterangan:

		Biaya Penyediaan Mesin termasuk biaya pengiriman dan uji coba
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